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PERANAN EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN YANG 

DIPANDANG BERTENTANGAN DENGAN RASA KEADILAN 

 

 

 

Oleh 

 

 

ALVIN FRITZ SITUMEANG 

 

Prinsip independensi peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam 

negara demokrasi, pada hakikatnya hakim dalam memutus perkara didasari oleh 

keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Kenyataannya yang terjadi saat ini 

dalam praktik peradilan di Indonesia tidak jarang bahkan sebagian besar dari 

putusan pengadilan tidak mengedepankan rasa keadilan bagi masyarakat, 

sehingga dalam banyak kasus putusan pengadilan sesungguhnya tidak lebih dari 

sebuah akumulasi proses ketidakadilan. Terhadap putusan yang kontroversial 

itulah perlu dilakukan eksaminasi atau sebuah penilaian terhadap putusan 

pengadilan, terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan hakim 

dalam pengadilan, sehingga diketahui apakah putusan tersebut telah menyentuh 

rasa keadilan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan Nomor 

304/Pid.Sus/2011/PN.Tjk sudah menyentuh rasa keadilan dan bagaimanakah 

peran eksaminasi putusan pengadilan yang dipandang bertentang dengan rasa 

keadilan.  

 

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan 

yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan 

data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan 

responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi 

lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap peranan eksaminasi 

putusan pengadilan yang dipandang bertentangan dengan rasa keadilan, diperoleh 

kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan 

bebas pada putusan No 304/Pid.Sus/2011/PN.Tjk, dilihat dari aspek yuridisnya 

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas berdasar pada pasal 27 Undang-

Undang No. 1 tahun 2004 Tentang Pebendaharaan Negara, sehingga hakim 

menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan melawan hukum. Kemudian 
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dari aspek sosiologisnya atau kemanfaatan, dilihat dari segi kemanfaatan bagi 

terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan kembali kedudukan, harkat dan 

martabatnya sebagai kepala daerah, namun dilihat dari segi kemanfaatan bagi 

masyarakat, terhadap putusan bebas tersebut tidak memberikan suatu manfaat 

bagi masyarakat, begitupun dari aspek filosofisnya, putusan tersebut tidak 

memberikan keadilan bagi masyarakat, karena masyarakat menilai bahwa 

terhadap hilangnya dana APBD kabupaten Lampung timur tersebut merupakan 

tanggung jawab terdakwa. Sehingga putusan pengadilan dirasakan tidak adil dan 

tidak rasional. Hasil penelitian juga menunjukkan peran eksaminasi dalam 

memberikan penilaian terhadap putusan pengadilan yang dipandang bertentangan 

dengan rasa keadilan adalah peranan faktual, dimana esensi dari eksaminasi 

adalah memberikan penilaian terhadap putusan pengadilan, terhadap 

pertimbangan-pertimbangan hukumnya apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar. 

 

Saran dalam penelitian ini adalah hakim dalam memberikan putusan harus lebih 

mempertimbangkan segala aspek, yaitu yang besifat yuridis (kepastian hukum), 

sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan) supaya menghasilkan putusan 

yang berkualitas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan eksaminasi yang 

dilakukan oleh masyarakat perlu dikembangkan dalam sistem peradilan pidana 

guna mendorong peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil serta perlu untuk 

dibentuk aturan yang mengatur secara khusus mengenai eksaminasi putusan. 
 

Kata Kunci: Eksaminasi, Putusan Pengadilan, Keadilan
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MOTO 
 
 
 

Melakukan Keadilan adalah Kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan 

orang yang berbuat jahat. 
 

(Amsal 21:15) 
 

 
 

Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 

seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 
 

(Kolose 3:23) 
 

 
 

“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
 

kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat” 
 

(Winston Chuchill) 
 

 
 

Kejahatan akan menang bila orang yang benar tidak melakukan apa-apa 
 

(Jenderal Sudirman) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar rechtsstaat dan rule of law. 

Langkah ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa Negara hukum Republik 

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum, artinya bahwa dalam konsep 

Negara hukum Pancasila pada hakikatnya juga memiliki elemen yang terkandung 

dalam konsep rechtsstaat maupun dalam konsep rule of law.  

Konsep Negara hukum (Rechsstaat) mempunyai ciri khasnya tersendiri, yakni 

dengan adanya pembagian kekuasaan pada setiap lembaga Negara. Sejalan 

dengan pemikiran Montesquieu, kekuasaan di dalam sebuah negara dibagi atas 

tiga fungsi yaitu : (i) kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, (ii) 

kekuasaan  eksekutif  sebagai  pelaksana  undang-undang,  dan  (iii) kekuasaan 

yudikatif untuk menghakimi.  Ketiga kekuasaan tersebut harus dibedakan dan 

dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri 

urusan masing-masing.1 

Praktek ketatanegaraan Republik Indonesia, prinsip dasar kekuasaan yudikatif 

dapat ditelaah dalam Undang-Undang Dasar 1945:2 “Kekuasaan kehakiman 

                                                             
1 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan 

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.15. 
2 Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat. 
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merupakan kekuasaan yang merdeka untuk peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan”. 

Prinsip independensi peradilan merupakan salah satu prinsip penting dalam 

negara demokrasi. Prinsip ini menghendaki agar lembaga peradilan terbebas 

dari campur tangan, tekanan, atau paksaan, baik langsung maupun tidak 

langsung dari kekuasaan lembaga lain, serta pihak-pihak lain di luar peradilan.3  

Hakim  dalam  memutus  perkara  hanya  demi  keadilan berdasarkan hukum dan 

hati nurani. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.4 

Dalam upaya mewujudkan keadilan penegak hukum bukan hanya berperan 

memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan. Ketika memutus suatu 

perkara bahwa hukum adalah sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya. Jika 

demi keadilan harus mengorbankan kepastian hukum, maka keadilanlah yang 

harus diutamakan. Oleh karena itu dalam kaitan dengan ini, peran hakim bersifat 

spiritual, bukan lahiriah. Karenanya, tidak salah jika dalam Penjelasan Umum 

Undang Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan tegas 

mencantumkan peran dan tanggungjawab hakim dalam mewujudkan keadilan. 

Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-

tugas badan penegak hukum sangat bergantung pada diri manusia-manusia 

pelaksananya, para hakim, untuk itu ditentukan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang hakim, yaitu jujur, merdeka, berani, mengambil 

keputusan dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. 

                                                             
3 Cetak biru (Blue Print) Pembaharuan Republik Indonesia, 2003, hlm.1. 
4 Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat 
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Sebagaimana telah diketahui, penegekan hukum merupakan salah satu usaha 

untuk menciptakan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu 

merupakan usaha pencegahan maupun merupakan usaha pencegahan maupun 

merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran 

hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila 

Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi langkah serta tindakan dari 

para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan 

hidup bangsa kita, maka sudah tentu penegakan hukum tidak akan mencapai 

sasarannya. 

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau 

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-

lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara 

pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang 

dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 

pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti 

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu 

dapat dipersalahkan. Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya 

hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok cara pelaksanaan 

dan pengawasan dari putusan tersebut. Putusan Hakim sesungguhnya merupakan 

alat yang lebih ampuh untuk memfungsikan hukum ketimbang peraturan 

perundang-undangan. Putusan Hakim lebih bersifat konkrit langsung menyentuh 

kenyataan yang ada, yang menyentuh rasa keadilan di masyarakat dibandingkan 
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dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya abstrak dan masih perlu 

diuji kebenarannya.5 

Dunia peradilan akan terus menjadi perhatian utama masyarakat untuk melihat 

bagaimana keadilan dapat diperoleh secara nyata dalam kehidupan bernegara. 

Melalui pengadilan akan diuji bagaimana negara akan melindungi kepentingan 

warganya, bagaimana persoalan hukum yang dihadapi warganya dapat 

terselesaikan, bagaimana negara memperlakukan para pelanggar hukum, serta 

bagaimana independensi Hakim dalam memberikan putusan sehingga dapat 

memberikan rasa keadilan. 

Masyarakat Indonesia saat ini kurang atau tidak percaya atas proses dan aparat 

penegakan hukum disebabkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang disebut 

dengan istilah populer judicial corruption yang terjadi di pengadilan terendah 

sampai dengan Pengadilan Tertinggi dan Kasasi oleh Mahkamah Agung, 

masyarakat sulit mempercayai manakah putusan pengadilan berkualitas, benar dan 

adil.6 

Sistem hukum yang berkembang di Indonesia memiliki cara untuk menilai 

kualitas dan objektifitas dari putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Di 

Eropa khususnya negara-negara yang tergabung dalam Eropuean Union (EU) 

apabila masyarakat merasa dirugikan disebabkan karena Hakim dalam memutus 

suatu perkara dinilai diskriminasi atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), 

mereka dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Pengadilan 

                                                             
5 Musakkir, Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi 

Hukum dan Psikologi Hukum), Yogyakarta: Rangkang Education & Republik Institute, 2013, 

hlm.24. 
6 Syprianus Aristeus, Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik, Jakarta: 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2008, hlm.6. 
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Eropuean Union (EU). Begitu juga negara Belanda dimana khusus perkara 

pelanggaran hak asasi manusia, Mahkamah Internasional diberi wewenang 

menguji terhadap suatu putusan dari pengadilan negara anggota dan memiliki 

kekuatan hukum yang mengikat, seperti halnya putusan pengadilan negara. 

Pengujian putusan tersebut mulai dikenal di Indonesia dengan istilah “Eksaminasi 

Putusan”. Melalui upaya pengujian tersebut dianggap sebagai salah satu solusi 

dari upaya peradilan untuk melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan 

mencerminkan rasa keadilan. Mahkamah Agung sebagai fungsi pemberi keadilan 

(justice dispenser function) dan sebagai representasi negara dalam memberikan 

keadilan mengeluarkan Surat edaran/Intruksi Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 

1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding, sebagai upaya 

Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding, sebagai upaya peningkatan 

mutu peradilan di Indonesia. 

Berdasarkan SEMA tersebut eksaminasi merupakan salah satu bentuk 

pengawasan terhadap kinerja Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu 

perkara. Karena eksaminasi sifatnya melakukan pengujian terhadap putusan maka 

banyak pihak yang menganggap ekasminasi sama seperti sebuah upaya hukum 

yang dapat ditempuh dan dianggap sah untuk mencari keadilan di dunia peradilan. 

Sehingga perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana eksaminasi tehadap putusan itu 

boleh dilakukan, dan bagaimana kedudukan dan eksaminasi itu sendiri dalam 

sistem peradilan khususnya peradilan pidana. 

Praktik peradilan di Indonesia pada masa sekarang ini tidak jarang bahkan 

sebagian besar dari putusan pengadilan tidak mengedepankan rasa keadilan bagi 
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masyarakat, sehingga dalam banyak kasus putusan pengadilan sesungguhnya 

tidak lebih dari sebuah akumulasi dari proses ketidakadilan, celakanya ketika 

putusan itu dimintakan banding atau kasasi yang diharapkan lebih mencerminkan 

rasa keadilan, justru Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dalam putusannya 

banyak yang mengambil alih putusan-putusan tingkat pertama begitu saja untuk 

dikuatkan atau ditolak tanpa alasan dan pertimbangan hukum yang jelas, kalaupun 

ada pertimbangan, tetap saja putusan itu tidak bergeser dan tidak repesentatif 

mewakili rasa keadilan. 

Terhadap putusan yang kontroversial itulah perlu dilakukan eksaminasi terhadap 

putusan hakim, apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah 

diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa 

keadilan masyarakat, oleh karena itu penulis memilih judul “Upaya Pengujian 

Terhadap Putusan Hakim Oleh Lembaga Eksaminasi Dalam Perspektif Peradilan 

Pidana Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim  dalam putusan Pengadilan Nomor 

304/Pid.Sus/2011/PN.Tjk sudah menyentuh rasa keadilan? 

2. Bagaimanakah peran eksaminasi putusan pengadilan yang dipandang 

bertentangan dengan rasa keadilan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim  dalam putusan 

Pengadilan Nomor 304/Pid.Sus/2011/PN.Tjk. 

b. Untuk mengetahui peran eksaminasi putusan pengadilan yang dipandang 

bertentangan dengan rasa keadilan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan yaitu 

dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini 

yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penulisan ini dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana 

dan sebagai sumber referensi khususnya yang berkaitan dengan upaya 

pengujian terhadap putusan hakim oleh lembaga eksaminasi dalam 

perspektif peradilan pidana Indonesia. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan 

pemikiran bagi ilmu hukum khususnya mengenai eksaminasi sebagai salah 

satu langkah untuk mengawal proses penegakan hukum ke arah yang lebih 

baik. 

 

 



8 
 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggaran, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, 

dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.7 

Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Teori Peran 

Peran dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan 

dilaksanakan seseorang berdasakan kedudukan atau status yang dimilikinya.8 

Teori yang dipakai dalam menganalisa permasalahan dalam penulisan skripsi 

ini adalah teori peran yang dikemukakan oleh Sunarto, suatu peran tertentu 

dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :9  

1) Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran 

normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas 

dan kewajibannya sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum 

mempunyai arti, penegakan secara total enforcement, yaitu penegakan 

hukum yang bersumber pada substansi (subtance of criminal law). 

2) Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan 

dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum 

sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfunngsi dalam 

penegakkan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung 

                                                             
7 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, 

hlm.77. 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.20. 
9 Sunarto, Keterpaduan  dalam Penanggulangan Kejahatan, Bandar Lampung: Anugrah Utama 

Raharja, 2016, hlm.33. 
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masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, 

keadilan, yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, 

meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif. 

3) Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan diatas, akan 

membentuk peran factual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai 

aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan timbul karena 

kedudukan, penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki 

diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dan mencapai 

tujuan hukum.  

b. Teori Keadilan 

Istilah keadilan (iustitia) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat 

sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak 

sewenang-wenang.10 Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian 

keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam 

hubungan antar manusia, keadilan berisi dengan hak dan kewaqjibannya, 

perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua 

orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan 

diuaikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam buku ke-5 buku 

Nicomachean Ethics.11 Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan 

harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah 

tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah 

keadilan itu terletak. 

                                                             
10 Deparrtemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001, hlm.517. 
11 Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http//bocc.ubi.pt/Aristoteles-

nicomachaen.html. Diakses pada 17 Desember 2018. 
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1) Keadilan dalam arti umum 

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan 

karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas 

keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat 

orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.  

Secara umum dikatan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang 

tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair 

(unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum 

(law-abiding) dan fair. 

2) Keadilan dalam arti khusus 

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut 

ini, yaitu: 

a) Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang hal 

lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya. Keadilan ini 

adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan 

bersam-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara 

“yang lebih” dan “yang kurang” (intermediate). Jadi keadilan adalah 

titik tengah atau persamaan relatif (arithmetical justice). 

b) Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai (rectification). Perbaikan 

muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang 

dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan 

apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah 

(intermediate), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik 
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(reciprocity). Jadi keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan 

adalah ketidaksamaan. 

 

2. Konseptual  

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan 

kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan/atau diuraikan 

dalam karya ilmiah.12 

Pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri 

dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan 

terpidana.13 

b. Eksaminasi menurut kamus Oxford, Examination: inspection of something 

to if is works properly, artinya pemeriksaan terhadap sesuatu untuk 

memastikannya berfungsi dengan baik atau sesuai prosedur yang telah 

ditentukan.14 

c. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan tebuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang.15 

d. Hakim secara etimologis kata “hakim” berasal dari bahasa arab hakam; 

hakiem yang berarti maha adil; maha bijaksana, sehingga secara 

                                                             
12 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.96. 
13 Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan 

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, 

hlm.1. 
14 Oxford English Dictionary Computer Edition, 2004. 
15 Pasal 1, Undang-Undang No. 8, 1981 Tentang KUHAP 
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fungsional hakim diharapkan mampu memberikan keadilan dan 

kebijaksanaan dalam memutus sengketa para pencari keadilan.16 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, 

permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan 

penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-

pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang 

besifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi 

perbandingan antara teori dan praktek. 

III. METODE PENELITIAN 

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, 

pengolahan data dan analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas 

yaitu perlindungan hukum terhadap anak diduga pelaku pencurian dengan 

kekerasan yang ditembak mati oleh polisi. 

                                                             
16 Sadikin Nasution dkk, Tanggung Jawab Hakim Sebagai Pejabat Negara dalam Pelaksanaan 

Good Governance, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 

RI, 2010, hlm.7. 
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V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan secara ringkas 

dari hasil penelitian dan memuat tentang saran penulis yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Peranan  

Peranan adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau 

“perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat”. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 

pemain. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti 

himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah 

yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah 

masyarakat.  

Peran memiliki aspek dinamis dalam kedudukan atau status seseorang. Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka dia menjalankan suatu peran. Peran menentukan apa yang diperbuatnya 

dalam masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh 

masyarakat kepadanya. 

Secara umum, pengertian peran adalah kehadiran di dalam menentukan suatu 

proses keberlangsungan. Alvin L. Bertrand, menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang 

memangku status atau kedudukan tertentu. Hal tersebut senada dengan yang 

dikatakan oleh Margono Slamet, yang mendefinisikan peran sebagai sesuatu 
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perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam 

masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peran adalah 

dinamisasi dari statis penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut 

subyektif.17 

Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan 

perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, 

kedudukan yang dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi 

sebagai pemegang peran, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang 

ditentukan dalam kaidah-kaidah.18 

Sunarto19mengungkapkan mengenai peran bahwa: 

a. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. 

Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajibannya 

sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, 

penegakkan secara total enforcement, yaitu penegakan hukum yang bersumber 

pada substansi (subtance of criminal law). 

b. Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan 

oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu 

organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakkan hukum 

dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung nasyarakat dalam rangka 

mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir 

kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran 

normatif. 

c. Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran 

factual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan 

peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai 

situasional dan mencapai tujuan hukum. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 http:www.landasanteori.com/2015/10/pengetian-peran-definisi-menurut.html. Diakses pada 

tanggal 10 januari 2019. Pukul 20.45 WIB 
18 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Grafindo Persada, 2003, hlm.139. 
19 Sunarto, Op.cit., hlm.33. 
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B. Tinjauan Tindak Pidana 

 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang digunakan dalam buku-buku 

yang di tulis oleh para ahli hukum pidana Indonesia sejak zaman dahulu hingga 

zaman sekarang.  Semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa 

Belanda: “Strafbaar feit”, sebagai berikut:  

a) Delik (delict) 

b) Peristiwa pidana (E.Utrecht) 

c) Perbuatan pidana (Moeljatno) 

d) Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum 

e) Hal yang diancam dengan hukum 

f) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum 

g) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai 

sekarang). 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai 

pengertian tindak pidana (Strafbaar feit) beberapa sarjana memberikan pengertian 

yang berbeda sebagai berikut: 

1) Pompe 

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu: 

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang 

dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.    

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh 

peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

di hukum. 
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2) Simons 

Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang di ancam dengan pidana, yang 

bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”. 

3) Vos 

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan 

perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan 

ancaman pidana”. 

4) Van Hamel 

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet (undang-

undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan”. 

5) Moeljatno 

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu 

aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”. 

6) Wirjono Prodjodikoro 

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 

pidana”.20 

                                                             
20 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas –Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm   69-71 
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Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli hukum diatas, 

penulis memberikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan 

seseorang dimana bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur objektif 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku unsur-unsur yang ada hubungannya dengan 

keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus 

dilakukan, terdiri dari: 

1) Sifat melanggar hukum; 

2) Kualitas dari si pelaku; 

3) Kausalitas. 

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan 

sebagai akibat: 

b. Unsur subjektif 

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan 

dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di 

dalam hatinya.  Unsur ini terdiri dari: 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) 

KUHP; 

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; 
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4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 

KUHPPerasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.21 

 

Simons seorang penganut aliran monistis memberikan unsur-unsur tindak pidana 

sebagai berikut: 

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan); 

b. Diancam dengan pidana; 

c. Melawan hukum; 

d. Dilakukan dengan kesalahan; 

e. Orang yang mampu bertanggungjawab. 

 

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

a. Kejahatan dan Pelanggaran  

Kejahatan merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan 

wetsdelict atau delik undang-undang.  Delik hukum adalah pelanggaran hukum 

yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, 

melukai orang lain, mencuri, dan lain-lain. Sedangkan delik undang-undang 

melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan 

untuk mempunyai SIM (surat izin mengemudi) bagi pengendara kendaraan 

bermotor dijalan umum.22 

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu 

lebih ringan daripada kejahatan.Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada 

pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan 

dan pidana denda.  Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan anacaman 

pidana penjara. 

 

                                                             
21 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm.50-51. 
22 Ibid, hlm.58.   
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b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah 

melakukan suatu perbuatan.  Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan 

dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dariperbuatan sebagai 

syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.  Misalnya pada 

tindak pidana pencurian untuk penyelesaiannya pencurian digantungkan pada 

selesainya perbuatan mengambil. 

Tindak pidana materiil inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang.  

Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan di pidana.  Misalnya pada pembunuhan inti larangan 

adalah menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, 

membacok, atau memukul.  Untuk penyelesaian tindak pidana ini digantungkan 

pada timbulnya akibat bukan pada selesainya wujud perbuatan. 

 

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian 

Tindak pidana sengaja atau (doleus delicten) adalah tindak pidana yang dalam 

rumusannya mengandung unsur kesengajaan.  Disamping tindak pidana yang 

secara tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya Pasal 362 (maksud), 

Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui).  Semantara itu tindak pidana 

kelalaian(culpose delicten) adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa 

kelalaiaan dan kurang hati-hati.  Tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian 

ini, misalnya Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360.   
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d. Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik 

Omisionis) 

Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang 

perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif).  Perbuatan aktif (disebut juga 

perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan 

adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, misalnya berbuat 

mengambil, menganiaya, menembak, dan sebagainya.  Sementara itu, dalam 

tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan 

seseorang di bebani kewajiban hukum untuk berbuat (aktif) perbuatan itu, 

misalnya pada Pasal 522 (tidak datang mengahadap ke pengadilan sebagai saksi, 

Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).   

 

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan) 

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar 

adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya penghinaan, 

perzinahan, pemerasan, dan sebagainya.  Sedangkan delik biasa adalah tindak 

pidana yang penuntutannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang 

berkepentingan.23 

 

C. Tinjauan Eksaminasi Putusan Pengadilan 

1. Pengertian Eksaminasi 

Secara etimologis, Pengertian eksaminasi berasal dari bahasa inggris yang berarti 

“memperhatikan atau memeriksa sesuatu dengan penuh kehati-hatian dan 

ketelitian”. Merujuk kepada pengertian asal kosa kata bahasa tersebut, yang 

                                                             
23 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.125-

132. 
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kemudian disesuaikan dengan proses peradilan, maka eksaminasi berarti suatu 

tindakan terhadap seluruh produk peradilan pada semua tingkatan. 

Eksaminasi menurut kamus Oxford, Examination: inspection of something to if is 

works properly, artinya pemeriksaan terhadap sesuatu untuk memastikannya 

berfungsi dengan baik atau sesuai prosedur yang telah ditentukan.24 

Sudikno Mertokusmo berpendapat:25 

“Eksaminasi (eksaminasi putusan pengadilan) adalah penelitian atau penarikan 

putusan pengadilan oleh hakim yang menjatuhkan putusan yang bersangkutan. 

Yang diteliti terutama adalah bagaimanakah pembuktian peristiwanya dan 

kualifikasinya, apakah putusan hakim yang telah dijatuhkan itu disertai dengan 

alasan-alasan yang yuridis logis atau tidak. Pendek kata apakah putusan yang 

telah dijatuhkan tersebut sudah memenuhi persyaratan atau prosedur menjatuhkan 

putusan atau tidak”. 

 

Menurut Anton Suyata, eksaminasi adalah upaya untuk mengetahui sejauh mana 

pengujian terhadap suatu putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga peradilan 

dalam suatu kasus tertentu.26 

2. Sejarah Lembaga Eksaminasi di Indonesia 

Suatu Negara hukum yang demokratis, tuntutan suatu kekuasaan kehakiman yang 

merdeka (independen), berwibawa, bersih, dan jujur harus diusahakan untuk 

diwujudkan. Oleh sebab itu, untuk menghapuskan atau meminimalisir praktik 

peradilan yang menyimpang dari prinsip-prinsip penyelengaraan peradilan yang 

baik, berwibawa, bersih dan jujur tersebut perlu diberdayakan mekanisme kontrol, 

                                                             
24 Oxford English Dictionary Computer Edition, 2004. 
25 Sudikno Mertokusumo, Revitalisasi Lembaga Eksaminasi Sebagai Sarana Kontrol Terhadap 

Putusan Pengadilan, makalah Eksaminasi, Indonesia Corruption Watch,2003. 
26 Anton Suyata, Putusan Kasasi Akbar Tanjung Dapat Dieksaminasi, Jakarta: Harian Gatra, 2004, 

hlm.117. 
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baik secara internal maupun eksternal, dengan mengundang partisipasi 

masyarakat yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap hukum dan penegakan 

hukum untuk melakukan kontrol terhadap jalannya proses peadilan. 

Perwujudan Negara hukum yang demokratis, melalui upaya penegakan supremasi 

hukum serta mengupayakan pulihnya citra dan wibawa pengadilan, memerlukan 

adanya keterlibatan publik untuk melakukan kontrol sebagai wujud 

tanggungjawab bersama dengan membentuk lembaga eksaminasi yang 

independen yang kemudian dikenal dengan majelis eksaminasi untuk melakukan 

verifikasi suatu proses. 

Persidangan yang memperoleh perhatian masyarakat atau publik dan dinilai 

belum mempertimbangkan secara maksimal penerapan ilmu pengetahuan hukum 

dalam proses pengambilan keputusan serta banyak putusan pengadilan yang kian 

menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat dan yang menyebabkan terusiknya 

rasa keadilan. 

Munculnya lembaga eksaminasi ini tidak terlepas dari banyaknya putusan 

pengadilan yang kontroversial dan menyimpang dari substansi hukum. Dan 

disadari atau tidak, hal itu telah memperkeruh sistem hukum yang ada di 

Indonesia. Padahal sebagaimana dikemukakan olef S.F Marbun : “...manakala 

Negara hukum diibaratkan sebatang pohon yang rindang dan indah, pengadilan 

adalah akarnya. Akar itulah yang menopang bagi tegak dan tumbuh suburnya 
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pohon Negara hukum. Jika pengadilan sebagai pilar utama dari sistem hukum 

rapuh, tumbanglah Negara hukum ini”.27 

Putusan pengadilan yang kontroversial tidak terlepas dai adanya praktik-praktik 

buruk dari penegak hukum yang justru lebih buruk dari kejahatan yang diadili. 

Persoalan tersebut menjadi sangat kompleks ketika begitu banyak aspek non-

yuridis yang dimasukkan pada proses peradilan dengan cara memasukkan variabel 

status sosial, kemampuan ekonomi, visi politik, dan variabel yang lain dengan 

tujuan bahwa untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme atau tujuan lain 

yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, hal tersebut mengaburkan 

makna hukum yang semestinya mengedepankan keadilan bagi semua. 

Hasil penelitian tim Indonesia Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa : 

“maraknya korupsi di peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai 

eksekusi menunjukan bahwa institusi peradilan masih belum berubah”. 

Reformasi yang salah satu amanatnya adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, tidak mendapat sambutan baik dilingkungan peradilan, karenanya 

wajar apabila dikatakan bahwa peradilan pidana tidak disebut dengan integrated 

criminal justice system (sistem peradilan pidana terpadu), tetapi integrated 

corruption system (sistem korupsi terpadu). 

Suatu proses penegakan hukum yang tidak benar, pasti akan mengahsilkan produk 

hukum yang juga tidak benar. Proses peradilan yang tidak dilakukan secara baik 

dan benar akan melahirkan keputusan yang tidak benar pula, baik secara 

                                                             
27 S.F Marbun, Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman, dalam Jurnal Hukum No.9, Vol.4, 

1997, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997, hlm.9. 
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prosedural maupun secara substantif. Namun apapun kesalahan dan keburukan 

dari putusan pengadilan yang sudah ditetapkan, haruslah dianggap benar 

walaupun secara formil dan materiil putusan tersebut sangat bertentangan dengan 

undang-undang. Karena berdasarkan asas hukum res judicata pro veritate 

habetur, memiliki maksud bahwa putusan pengadilan haruslah dianggap benar. 

Artinya, buruknya suatu putusan pengadilan harus diterima sebagai kenyataan 

hukum yang absah. 

Memang dalam hal penegakan hukum dilingkungan peradilan umum, ada 

beberapa tingkatan pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi 

sampai pada tingkat Mahkamah Agung, bahkan masih ada proses Peninjauan 

Kembali apabila putusan kasasi Mahkamah Agung dipandang terdapat 

kekurangan. Namun tidak jarang putusan pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde masih jauh dari rasa keadilan. 

Dengan demikian masih diperlukan upaya lanjut berupa pengujian atau 

eksaminasi terhadap putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum 

tetap tersebut, apakah terdapat kesalahan penerapan hukum ataukah ada faktor 

lain (misalnya faktor non-hukum) yang mempengaruhi keputusan tersebut. 

Melihat sejarahnya, baik di negeri Belanda maupun di dalam praktik peradilan di 

Indonesia pada masa lalu, eksaminasi dilakukan oleh hakim pada tingkat 

pengadilan yang lebih tinggi, terhadap putusan-putusan hakim pada tingkat 

pengadilan dibawahnya, untuk menguji apakah ada kesalahan dalam keputusan 

hakim yang dapat berdampak pada penilaian kecakapan seorang hakim. Melihat 

dari sejarah tersebut, lembaga eksaminasi berfungsi sebagai pengujian yang 
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bersifat internal sehingga yang melakukan pengujian adalah dari kalangan hakim 

itu sendiri, yakni hakim yang lebih tinggi terhadap putusan hakim tingkat 

pengadilan dibawahnya. 

Praktik peradilan di Indonesia, pengujian atau eksaminasi terhadap putusan 

pengadilan dilakukan oleh internal lembaga peradilan itu sendiri melalui wadah 

lembaga eksaminasi yang dikembangkan  dan dibentuk berdasarkan Surat Edaran 

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967, ketika MA 

dijabat oleh Soerjadi yang mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar 

Banding.  

Khusus mengenai eksaminasi tersebut, Susanti Adi Nugroho28 mengutip SEMA 

tersebut, bahwa : 

Khusus mengenai eksaminasi di instruksikan sebagai berikut: 

1. Hendaknya dalam waktu singkat: 

a. Masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi menyerahkan kepada Mahkamah 

Agung perkara-perkara untuk dieksaminasi. 

b. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri menyerahkan kepada Pengadilan 

Tinggi yang bersangkutan perkara-perkara untuk dieksaminasi. 

c. Masing-masing Ketua Pengadilan Negeri mengeksaminasi perkara-perkara 

yang telah dihapus oleh para hakim dalam lingkungannya. 

2. Masing-masing eksaminasi tersebut mengenai: 

                                                             
28 Susanti Adi Nugroho, Sejarah dan Pelaksanaan Eksaminasi di Lingkungan Peradilan, dalam 

EKSAMINASI PUBLIK, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003, hlm.2-3. 
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a. Sekaligus 3 (tiga) perkara perdata dan 3 (tiga) perkara pidana yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

b. Hingga kini telah diselesaikan sebagai hakim tunggal disana dimuat 

pertimbangan-pertimbangan yang terperinci. 

3. Eksaminasi dalam pokoknya mengandung penilaian tentang tanggapan hakim 

yang bersangkutan terhadap surat tuduhan, surat gugat, pembuatan berita acara 

persidangan dan susunan serta isinya putusan. 

4. Disamping masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri yang melakukan 

eksaminasi mengadakan buku catatan tentang tiap-tiap hasil 

penilaian/kesimpulannya dalam mengirimkan berkas perkara kembali kepada 

hakim yang bersangkutan hendaknya pihak yang melakukan eksaminasi 

dengan surat memberikan catatan dan petunjuk-petunjuk tentang kesalahan, 

kekhilafan, atau kekurangan-kekurangan yang mungkin terdapat dalam 

pemeriksaan dan/atau penjelasan masing-masing perkara itu. 

5. Hasil-hasil penilaian/kesimpulan eksaminasi yang dijalankan oleh: 

a. Pengadilan Tinggi tentang perkara-perkara yang diputus oleh masing-

masing ketua Pengadilan Negeri dalam daerahnya segera dikirim kepada 

Mahkamah Agung. 

b. Ketua Pengadilan Negeri tentang perkara yang diputus oleh masing-

masing hakim dalam daerahnya segera dikirimkan kepada Pengadilan 

Tinggi yang bersangkutan dan tembusan kepada Mahkamah Agung. 

6. Dalam menjalankan eksaminasi, maka masing-masing Ketua Pengadilan 

Tinggi/Negeri dapat dibantu oleh wakilnya atau anggota/hakim dalam 

lingkungan yang berpengalaman/cakap. 
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Maksud Instruksi Mahkamah Agung yaitu untuk mengkaji apakah putusan yang 

dieksaminasi telah sesuai dengan hukum pidana formil dan pidana materiil serta 

berbagai ketentuan administrasi peradilan yang telah ada. 

Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan 

Kehakiman, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka keberadaan Lembaga Eksaminasi 

tidak lagi dipertahankan. 

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana 

dituangkan pada hasil amandemen UUD 1945 Pasal 24 Ayat (1), memang 

merupakan cita-cita hukum untuk menjamin netralisasi peradilan dalam mengadili 

suatu perkara. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan tameng untuk selamanya 

mengesampingkan dan menjauhkan diri dari partisipasi publik dalam rangka 

bersama-sama membangun sistem hukum yang terbuka dan partisipatif. 

Terwujudnya penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, keterlibatan masyarakat sangat terbuka lebar. Dalam Pasal 8 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dinyatakan bahwa : “peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan 
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tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang 

bersih”. 

Lebih lanjut dalam Pasal 9 Ayat (1) juga dinyatakan:  

“peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk: 

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang 

penyelenggaran Negara. 

b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan riil dari penyelenggara 

Negara.  

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap 

kebijakan penyelenggara negara. 

d. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan disidang 

pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi dan saksi ahli sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. 

 

Tujuan eksaminasi secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana 

pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai 

dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah prosedur hukum acaranya telah 

diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa 

keadilan masyarakat. 

Praktik pelaksanaan eksaminasi itu juga tergantung dari keaktifan Ketua 

Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diwilayah masing-masing untuk 

aktif dan secara berkala melakukan eksaminasi. Karena dalam eksaminasi tersebut 

tidak ditentukan kapan atau sekali dalam beberapa lama seorang hakim harus 

melakukan eksaminasinya. Meskipun edaran/instruksi tersebut tidak berjalan 

sesuai dengan bunyi kata-kata yang diistruksikan, tetapi sampai pada Tahun 80-an 

berjalan dengan baik, terutama eksaminasi ini merupakan persyaratan yang harus 
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ada bagi kenaikan golongan masing-masing hakim.29 Hal ini sesuai jika dikaitkan 

dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1974 tentang syarat-

syarat yang harus dilengkapi untuk pengusulan kenaikan pangkat bagi para hakim, 

antaa lain mensyaratkan hasil eksaminasi ini, sebagai pengganti ujian dinas bagi 

hakim yang pindah golongan. 

D. Putusan Pengadilan 

1. Pengertian Putusan Peradilan 

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk meyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah di 

konklusikan lebih jauh bahwasannya “putusan hakim” berguna bagi terdakwa 

memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) tentang “statusnya” dan 

sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut 

dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum verzet, 

banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.30 

Putusan Pengadilan secara teoritik mengandung tiga aspek, yaitu aspek kepastian 

hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan. Secara normatif, putusan 

pengadilan mengandung dua aspek yaitu procedural justice dan substantive 

justice. Procedural justice hubungannya dengan hukum acara dan hukum 

pembuktian, sedangkan substantive justice berkaitan dengan diktum putusan atau 

pemidanaan (dalam perkara pidana). 

                                                             
29 Susanti Adinugroho, Frans Hendra Winarta, E.Sundari, Dkk, Eksaminasi Publik (Partisipasi 

Masyarakat Mengawasi Peradilan), Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm.4. 
30 Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.129. 
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Aspek procedural justice (dalam perkara pidana) berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah di bidang penegak hukum. Pada bagian ini merupakan awal mula 

proses pengambilan putusan suatu perkara diproses dan diajukan ke pengadilan 

atau tidak. Berbeda dalam perkara pidana, dalam perkara perdata masalah 

procedural justice ini berkaitan dengan keputusan seseorang yang merasa 

dirugikan disebabkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum orang lain dan 

kemudian mengajukan keberatan (gugatan) kepada yang bersangkutan ke 

pengadilan. Putusan untuk menggugat seseorang atau lembaga tidak ada 

hubungannya dengan kebijakan pemerintah, melainkann ditentukan oleh 

hubungan yang tidak harmonis antara penggugat dan tergugat. 

Hukum acara dan hukum pembuktian bersifat objektif dengan parameter aturan 

hukum acara dan hukum pembuktian yang konkrit dengan standar yang tegas 

(terukur). Proses pembentukan biasanya memerlukan bantuan atau dapat 

melibatkan ilmu pengetahuan yang objektif. Oleh sebab itu, hasil proses 

pembuktian dapat diuji secara ilmiah (objektif) oleh siapa saja. Demikian pula ada 

aspek subjektif dari konsep procedural justice, yakni semua pihak yang terlibat 

dalam proses pengambilam yang tersebut karena berbeda perspektif. 

Sedangkan untuk subtstantive justice tidak memiliki ukuran yang subjektif 

procedural justice. Suatu diktum atau pemidanaan adalah suatu kesimpulan 

(conclusion) dari kegiatan penafsiran terhadap kaedah hukum (in abstracto) yang 

dilakukan oleh hakim terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuji di pengadilan. 

Di samping itu, putusan pengadilan juga dipengaruhi secara langsung atau tidak 

langsung pandangan pribadi hakim mengenal aspek-aspek kehidupan yang terkait 
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dengan materi perkara yang sedang diputuskan sehingga meyebabkan terjadinya 

disparitas dalam pemidanaan dan juga penilaian terhadap kesalahan pelanggar 

hukum (yakni penilaian terhadap sikap batin dan hubungan antara sikap batin 

dengan perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat dicela karenanya). 

Putusan pengadilan yang memiliki dua unsur keadilan tersebut (procedural dan 

substansial justice) dapat dikatakan sebagai putusan publik, meskipun perkara 

yang diadili menurut hukum termasuk kategori putusan privat (perdata). Putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang dapat menjadi sumber 

hukum dalam menyelesaikan perkara yang sama di masa datang (sumber hukum 

yurisprudensi). Oleh sebab itu, putusan pengadilan mengenai perkara perdata 

(privat) dapat mempengaruhi publik, terutama mengenai citra hukum, penegakan 

hukum dan keadilan. Setiap putusan hukum menjadi barometer hukum, 

penegakan hukum dan keadilan dalam suatu masyarakat dan negara.  

Berdasarkan Bab I Pasal 1 Angka (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, menyebutkan bahwa “putusan hakim” adalah:31 

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal 

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 

Kemudian secara mendetail, mendalam, dan terperinci disebutkan bahwa “putusan 

hakim” pada hakikatnya merupakan: 

                                                             
31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 
Angka (11) 
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a. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka 

untuk umum. Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim kaena 

jabatannya (ambthalve) dalam artian hakim diberi kewenangan untuk 

mengadili perkara (Bab I Pasal 1 Angka (8) KUHAP). Kemudian, putusan 

hakim itu hauslah di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum 

sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum dan jika tidak demikian maka 

mengakibatkan putusan batal demi hukum. Selanjutnya, putusan hakim harus 

membuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili serta putusan harus ditandatangani oleh ketua, 

hakim yang memutus, dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 195 

KUHAP; Pasal 13 Ayat (2) dan (3) serta Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009). 

b. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana 

pada umumnya. Hakikat “proses” dan “prosedural” ini penting eksistensinya. 

Hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana 

pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian “proses” 

di sini, tendensinya pada cara prosesuil hakim menangani perkara pidana itu 

mulai tahap menyatakan sidang “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, kecuali 

dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 155 

Ayat (1) KUHAP); pemeriksaan identitas terdakwa (Pasal 155 Ayat (1) 

KUHAP); pembacaan dakwaan (Pasal 155 Ayat (2) KUHAP); putasan 

sela/tussenvonnis (Pasal 156 Ayat (1) KUHAP); pemeriksaan saksi-saksi dan 

terdakwa; kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai (Pasal 159-181 KUHAP); 
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lalu tuntutan pidana/requisitoir (Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP); 

pembelaan/pledooi, repliek, dupliek, re-repliek, re-dupliek (Pasal 182 Ayat (1) 

huruf b KUHAP); pernyataan hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan 

ditutup (Pasal 182 Ayat (2) huruf b KUHAP); kemudian musyawarah hakim 

(Pasal 182 Ayat (3), (4), (5), (6), (7) KUHAP); dan pembacaan putusan (Pasal 

182 Ayat (8) KUHAP). Sedangkan aspek prosedural tendencinya pada elemen 

administrasi pelimpahan perkara, pengagendaan dan pemberian nomor 

perkara, serta pendaftaran surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa 

didampingi oleh penasehat hukum dan sampai penetapan majelis hakim atau 

hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara itu. Tegasnya aspek “proses” 

dan “prosedural” hauslah dilalui dan eksistensinyandalam praktik dan teoritis 

mendapat optic yang cukup elementer sifatnya. 

c. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 

hukum. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana, amarnya 

hanya mempunyai tiga sifat, yaitu: 

1. Pemidanaan/veroordeling 

Apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang 

didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas 

minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. 

2. Putusan Bebas (vrijspraak/acquittal) 

Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas 

perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP) dan 
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pembebasan tersebut didasarkan pada tidak terbuktinya perbuatan 

terdakwa sesuai asas minimum pembuktian  sebagaimana ketentuan Pasal 

183 KUHAP. 

3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle 

rechtsvervolging 

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 

pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP) karena perbuatan tersebut merupakan 

ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf 

(strafuitsluingtingsgronden/feit de ‘axcuse) dan alasan pembenar 

(rechtsvaardigings-grond) sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) 

KUHP; Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. 

d. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam praktik, putusan hakim haruslah 

dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk “tertulis” ini secara implisit 

tercermin dari ketentuan Pasal 200 KUHAP; Pasal 13 Ayat (2) dan (3); serta 

Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  Bahwa: 

“surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah 

putusan itu diucapkan.” 

Jadi konkretnya tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan harus 

dibuat dalam bentuk “tertulis”. Selain itu pula, melalui bentuk “tertulis” 

dimaksudkan agar putusan tersebut dapat diserahkan kepada yang 

berkepentingan, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung, apabila 

yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahkan 

publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Menurut 
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Mahkamah Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah 

Agung RI Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 

1962 tanggal 7 Maret 1962 ditegaskan bahwa pada waktu keputusan 

diucapkan, konsep putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah 

keputusan diucapkan akan diserahkan kepada panitera pengganti untuk 

diselesaikan lebih lanjut. 

e. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana. 

Apabila hakim telah mengucapkan putusan, secara formal perkara tersebut di 

tingkat pengadilan negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah 

terdakwa pun menjadi jelas, apakah menerima putusan, menolak putusan 

untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi, dan 

sebagainya. Setelah itu, dapat pula disebutkan lebih detail oleh karena putusan 

hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari perkara pidana. Maka, 

diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan; 

kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara 

mapan, mumpuni, dan factual; serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas 

dari hakim yang bersangkutan sehingga putusan hakim tersebut hendaknya 

dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (yusticiabelen), ilmu 

hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta 

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2. Sistematika Formal Putusan Peradilan Pidana  

Penyusunan putusan hakim memiliki sistematika formal yang telah diatur secara 

limitatif dalam ketentuan Pasal 197 dan 199 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Apabila dijabarkan lebih lanjut, ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP 
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menyebutkan sistematika formal putusan hakim yang berisikan 

pemidanaan/veroordeling haruslah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 

a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, 

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa; 

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidangyang 

menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa; 

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan; 

f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau 

tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 

dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan 

terdakwa; 

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara 

diperiksa oleh hakim tunggal; 

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur 

dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan 

atau tindakan yang dijatuhkan; 

i. Ketentuan pada siapa biaya perkara dibebankan dengan meyebutkan 

jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti; 

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana 

letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu; 

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; 

l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus 

dan nama panitera.32  

 

Sedangkan isi dan sistematika putusan hakim yang bukan putusan pemidanaan 

berdasarkan ketentuan Pasal 199 Ayat (1) KUHAP dengan titik tolak ketentuan 

Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, kecuali dalam hal: 

1. Huruf e (tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan); 

2. Huruf f (Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan 

atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

                                                             
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 
197 Angka (1) 
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hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang 

memberatkan dan yang meringankan terdakwa); 

3. Huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua 

unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan 

atau tindakan yang dijatuhkan); 

4. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan 

yang menajdi dasar putusan; 

5. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan; 

6. Dalam praktik peradilan terhadap putusan bukan pemidanaan maka terhadap 

biaya perkara diktum putusan hakim membebankan kepada negara; 

7. Dalam praktiknya peradilan jika terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala 

tuntutan hukum (putusan bukan pemidanaan), dicantumkan amar rehabilitasi, 

baik diminta maupun tidak. 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa putusan pengadilan sebagai proses yang 

objektif dan ilmiah sesuai dengan kaedah keilmuwan ilmu hukum, maka putusan 

pengadilan dapat diuji oleh siapa saja selama pengujian tersebut berdasarkan pada 

prinsip-prinsip keilmuwan ilmu hukum. Proses pengambilan putusan pengadilan 

adalah objektif, karena setiap hakim dalam mengambil putusan berdasarkan pada 

hasil dari proses pembuktian yang diuji secara objektif dan terbuka untuk umum. 

Perbedaan antara pihak-pihak terjadi umumnya bukan terletak pada 

pembuktiannya, karena jika masih ada keraguan dapat diuji ulang atau diajukan 

bukti-bukti lain untuk memperkuat pembuktian, melainkan terletak pada 

penafsiran terhadap hasil pembuktian yang dihubungkan dengan peraturan 
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hukum. Pada bagian ini masing-masing pihak dalam proses pengambilan putsan 

beranjak dari perspektif yang berada dan untuk kepentingan hukum dari masing-

masing pihak. Pada proses pengambilan putusan di pengadilan sesungguhnya 

suatu pengujian sudah mulai ada, yakni memperkuat argumen dan bukti masing-

masing pihak yang berperkara dan tindakan tersebut secara otomatik untuk 

memperlemah bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak lain (lawan). 

Hakim menempatkan diri sebagai pihak yang netral dengan menilai bukti dan 

argument mana yang paling kuat dan sesuai dengan ketentuan peratuan 

perundang-undangan dan selanjutnya menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil 

putusan. Sampai tahapan ini, proses pengambilan putusan hakim dapat diuji 

secara objektif, yakni pada bagian argumen hukum (legal argument) hakim 

sebelum menarik kesimpulan hukum atau putusan (diktum). Pengujian suatu 

putusan pengadilan dapat dilakukan melalui proses normal sesuai dengan 

peraturang perundang-undangan hukum positif, dikenal dengan upaya hukum, 

yaitu banding oleh Pengadilan Tinggi, kasasi oleh Mahkamah Agung dan dalam 

hal tertentu dapat diajukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. 

Secarateoritik, jika proses pengujian tersebut dilakukan secara benar sesuai 

dengan ilmu pengetahuan hukum, maka kualitas putusan Mahkamah Agung tentu 

saja lebih baik di bandingkan dengan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan 

Pengadilan Tinggi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

putusan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, putusan Mahkamah menjadi sumber 

hukum yang kedudukannya lebih kuat dibandingkan dengan putusan Pengadilan 

Tinggi atau Pengadilan Negeri (dikenal dengan sumber hukum yurisprudensi 
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Mahkamah Agung), karena MA merupakan lembaga pengujian akhir atau 

tertinggi. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah 

melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.33 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan dua macam 

pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan yurudis empiris. Pendekatan 

yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap 

berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis 

empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari 

permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.  

B. Sumber dan Jenis Data  

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada dua jenis data, 

yaitu: 

 

 

                                                             
33 Abdulkadir Muhammad, op.cit., hlm.112. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan 

dengan mempelajari literatur-literatur yang bersifat teoritis, pandangan-

pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer yaitu: 

1. Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

4. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial 

RI Nomor :047/KMA/SKB/IV/2009 atau 02/SKB/P.KY.IV/2009, tentang 

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, 

Laporan Bulanan, dan Daftar Banding. 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 1985 tentang Putusan 

Pengadilan yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap yang tidak 
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Memuat Kata-Kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”. 

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1962 tentang Cara 

Penyelesaian Perkara.  

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh 

dengan cara studi dokumen, mempelajari permasalahan dari buku-buku, 

literatur, makalah dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi,  

ditambah lagi dengan pencarian data menggunakan internet. 

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif 

dan sebagainya.34 

C. Penentuan Narasumber 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara terhadap para narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan 

metode depth interview (wawancara langsung secara mendalam). 

 

 

 

 

                                                             
34 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi penelitian hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990, 

Hlm.44. 
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Narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:  

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang 

2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  

Universitas Lampung : 2 orang  

                                                                                                                     + 

Jumlah : 3 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur seta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya  yang 

berkaitan dengan pokok bahasan. 

b. Studi lapangan (field rese arch) 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dlakukan 

dengan kegiatan wawancara (Interview) kepada responden sebagai usaha 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitiaan. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab 

secara mendalam guna mendapatkan jawaban sehingga data yang 

diperoleh sesuai dengan hal yang dibuuhkan. Metode wawancar yang 

digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan 

dipertanyakan telah disusun terlebih dahulu oleh penulis.  
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2. Prosedur Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 

1. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mengetahui 

kelengkapan data, serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. 

2. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok 

yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar 

diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut. 

3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyususn data yang saling 

berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada 

bagian psokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. 

E.  Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang 

tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan 

untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penariakan kesimpulan dilakukan dengan 

metode indukatif. Yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik 

kesimpulan yang bersifat umum.35    

 

 

                                                             
35 Soerjono Soekanto, Op.cit., hlm.102. 
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V. PENUTUP  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam 

Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2011/PN.Tjk. Pertimbangan yuridis hakim, 

putusan hakim yang memeriksa perkara ini penekanannya lebih pada 

kepastian hukum, dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas berdasar pada Pasal 27 Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pebendaharaan Negara, sehingga hakim 

menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan melawan hukum. 

kemudian pertimbangan sosiologis atau kemanfaatan, dilihat dari segi 

kemanfaatan bagi terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan kembali 

kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai kepala daerah, namun dilihat dari 

segi kemanfaatan bagi masyarakat, terhadap putusan bebas tersebut tidak 

memberikan suatu manfaat bagi masyarakat, begitupun jika dilihat dari 

pertimbangan filosofis hakim, hakim dalam menjatuhkan putusan bebas belum 

dapat memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi yang jelas 
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dan terarah, sehingga putusan pengadilan dirasakan tidak adil dan tidak 

rasional. 

2. Peran eksaminasi lebih dalam memberikan penilaian terhadap putusan 

pengadilan yang dipandang bertentangan dengan rasa keadilan adalah peranan 

faktual, karena yang menjadi esensi dari eksaminasi adalah pengujian  atau 

penilaian terhadap putusan, apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya 

telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum 

acaranya telah diterapkan dengan benar. Eksaminasi tidak bermaksud untuk 

melakukan intervensi terhadap proses hukum, tetapi hanya sumbangan 

pemikiran dari komunitas masyarakat hukum. 

 

B. Saran  

 Selain kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, penulis akan memberikan 

beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan segala aspek 

yang bersifat yuridis (kepastian hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan 

filosofis (keadilan), supaya menghasilkan putusan yang berkualitas dan 

memenuhi rasa keadilan masyarakat.  

2. Eksaminasi sebagai bentuk partisipasi dan kesadaran publik dalam mengawasi 

dan mengevaluasi sebuah produk hukum yang kontroversial. Oleh karena itu, 

eksaminasi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai social control perlu 

dikembangkan dalam sistem peradilan pidana, bahkan harus menjadi tradisi 

karena ini merupakan satu langkah positif dalam rangka mendorong peradilan 
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yang akuntabel, jujur dan adil, serta perlu untuk dibentuk aturan yang 

mengatur secara khusus mengenai eksaminasi putusan. 
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